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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010
TENTANG

|ZIN DAN PENY ELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5)

Mengingat:

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang K esehatan
perlu mengatur 1zin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

bahwa dalam rangka menyelaraskan kewenangan bidan
dengan tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan yang merata, perlu merevisi Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010
tentang 1zin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a dan huruf b, perlu menetgpkan kembali
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin  dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/
X1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/
V1/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang
Organisas dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
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8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/
111/2007 tentang Standar Profes Bidan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/
VI11/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
161/Menkes/Per/1/2010 tentang Registras Tenaga
K esehatan:;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN

DAN PENY ELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang
telah teregistras sesual ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.

Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah
memiliki sertifikat kompetens.

Surat 1zin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang
diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di
fasilitas pelayanan kesehatan.

Surat 1zin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis
yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk
menjalankan praktik bidan mandiri.

Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagal petunjuk dalam
menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan
standar operasional prosedur.

Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.

Organisas profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (1B1).
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BAB lI
PERIZINAN
Pasal 2

Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di faslitas
pelayanan kesehatan.

Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal
Diplomalll (D I111) Kebidanan.

Pasal 3

Setigp bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan waib memiliki
SIKB.

Setigp bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.

SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 4

Untuk memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasa 3,
Bidan harus menggukan permohonan kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota dengan melampirkan:

a. fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisas;

b. surat keterangan sehat fisk dari dokter yang memiliki Surat 1zin
Praktik;

c. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan
atau tempat praktik;

d. pasfoto berwarnaterbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

e. rekomendas dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat
yang ditunjuk; dan

f. rekomendas dari organisas profes.

Kewagjiban memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila belum terbentuk Mgelis Tenaga Kesehatan Indonesa (MTKI),

Majelis Tenaga Kesehatan Provins (MTKP) dan/atau proses STR belum
dapat dilaksanakan, maka Surat 1zin Bidan ditetapkan berlaku sebagai
STR.
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Contoh surat permohonan memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Formulir | terlampir.

Contoh SIKB sebagai mana tercantum dalam Formulir 1l terlampir

Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam Formulir 111 terlampir.
Pasal 5

SIKB/SIPB dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal SIKB/SIPB dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota
maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e
tidak diperlukan.

Permohonan SIKB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan
oleh pemeintanh daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan

kabupaten/kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sgak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu)
tempat kerjadan 1 (satu) tempat praktik.

(1)
(2)

Pasal 7

SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui
kembali jika habis masa berlakunya.

Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan :

a. fotokopi SIKB/SIPB yang lama;
b. fotokopi STR;

C. surat keterangan sehat fisk dari dokter yang memiliki Surat 1zin
Praktik;

d. pasfoto berwarnaterbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

e. rekomendas dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat
yang ditunjuk sesua ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e; dan

f. rekomendas dari organisas profes.
Pasal 8

SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku karena:

a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPB.
b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.

c. dicabut oleh pgabat yang berwenang memberikanizin.
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